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BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 8 TAMUN 2017

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] KEPULAUAN ARU,

: bahwa untuk melakeanaken ketentuari dalam Pasal 56

avat () Undeng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pmak Datrah dan Retribusi Daerah, perlu rhenctapken
Peraturan Daerah tentang Pajk Sarang Burung Walet;

1. Pesal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Talun 1946,

2. Unjang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 teéntang
Pembentuken Kabupaten Seram Begian Tirour,
Kabupaten Stram Bagian Barat dan Kabupéaten
Kepulanan Am (Lemberan Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350); _

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 icntang
Pajak Daerah dan Reribusi Daerdh (Lerbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tehtang
Pemerintahan Paerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tdah diubzh beberapa kali terakhir
dengan Undang-Unidang Nomar 9 Tahun 2015 tentang
Perubshan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tabwn 2014 tentang Peinerintahan Dacrah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor S8,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5679);




5 Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dasraly

Dengan Persefijuan Bm
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARV
dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN ;

. Ménetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG

WALET,

BAR 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1L

Dealam Peraturan Daerah ini yang dimalksud dengan

1.

2.

Papk Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pejak adalah
pungutan daerah atas hasil sarang bunmng walet.

Burung Walet =adalah satwa liar yang termasuk Marga Collocalia
Fuchiaphaga, Collcalia Maxima, Collocalia HEsculenta dan  Collocalia
Linchi.

Objek pajak adalah Pelayanan yame disediakan atzu diberikan okh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi stau badan untuk tujum
kepentingan umurmi.

Subjek Pajyk adalah crang pribadi aiau badan yang dapatl dikerakan
pajalk

Wajb Pajpk adalah orang pribadi ztau Badan, meliputi pembaiar pajk,
pemotong pajpk dan pemungut pajak, yang mempunyai hak  dean
kewajiibun perpajakan sesuai dengun kefentuan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan Daerah. '
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6. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat Ketetapan Pajk yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
vang terutang.

Bupati adalah Bupati Képulauan Aru,

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, yang dapat disingkat
SKPDEB adalah surat ketetapan pajak yang nieirentukan  besainya
jutblah, pokok pajak, fumlali  kredic pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajels, besarnya sanksi administratif den jumlah
pajk yvang masih hartis dibagyar

"9, Buiat. Keletapan Pajak Daerah  Kurarig Bayar Taiobahah, yang

selanjuttiya  disingkat SKPDKET adalah Surat ketetapan pagpk yang
meneritukan tambahan dtas jumlah pajek yang telab ditetapkai.

10. Surat Taghan Pajak Daerah, yarg dapat disimglkit $TED adalsh sumit
untuk melakukan tagihan papk dan/fatau sanksi administrasi berupa
bunga donfataw denda.

11, Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalarm Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atan dalam Bagian Tahun Pagpk
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah,

- BAB T
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pagal 2

Defigan nama Pajplk Sarang Burung Walet dipungut pagk atas pengarnbilan
den/ aetav pengusahaan Sareng Burung Walet.

Pagal 3

(1) Objek Pajak Burung Walet adalali pengamibilan danfatati pergusahaan
Sarang Burung Walet.
{2) Tidak termiasuk scbagal objck Pajak Sarang Burung Walet scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
8 pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan
Megara Buken Pajalt (PNPB) dan
b kegiatan pengambilan dan/atau pangusahaan sarang burimg walkt
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 4
Subjek Pajpk Sarang Burung Walet adalh orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atan mengusahakan Sarang Burung Wealet,
Pasal 5

Wajib Pgjak Sarang Burung Walet adalali orang peribadi atau badan yang
melakkukan pengambilan dan/atan mengusahakan Sarang Burung Walet.



DASAR PENGENAAN, TARTF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
{1) Dasdr pengenash Pgjak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang
' Bururig Walet. _ .
(2) Niai jual Sarang Buning Walet sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
o dihirung berdasarkah perkalian antara harga pasaman umuni Sareng
burung Walet vang betlaka di Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan
volume Baring Burihg Walet.

Pagal 7

Tanf Papk Sarang Purung Walet ditetapkan sebesar 0% (sepulith persen).

Pasal 8

Besaran poliok Pajak Sarang Bumung Walet yang ieniang dihitung dengsn
cata raengsliken tarlf scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar
petigenaan pajak sebagaimana dimaksud dalm Pasal 6 ayat {2)

BAB IV
WILAYAH PEMUN GUTAN
Pasal 9

Pajek Sarang burung Walet vang terutang dipungut di wilayah Kebupaten
Kepulauan Aru.

BAB Vv
MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak Barang Burung Walet adalah Sedap kegiatan pengambilan danf
atan pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB V1
PENETAPAN

Pagal 11

Saal pajek terutdng adalah pada sast diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Dagrah (SKPD) atan dokumen lain yang dipersaimakan,
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BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

Bupati menentukarn tanggal Etuh tanpe pembayvaran dan penyeloran
pajak vang terutang palng hma 30 (tiga puluh) harl keja setelah saat
teratangnya pajak  don paling bma 6 (enam) bulan sepk tanggal
diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDEBT, STPD, Surat Keputusan pembetulin,

Burat Keputisan Keberatan den Putusan Banding, vang menyebabkan

jumlah pajgk yang haius dibgyar bertainbah merypakar dagar penagihan
pajsie dart harus dilunasi dalafm jangka waktu paling lama I({satu) Bulan
scjak tanggal diterbitlean,

Bupati atas permuchonan wajih pajk setelah memenuhi persyaramn yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan. kepada wajib pajlk untuk
mengangsur atan menunda, pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Ketentuan Jebih lantft mengenal tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran papk diatur
derigan Peraturan Bupadti,

Pasal 13

Pahk yang terutang berdasevken SPPT, SKFD, SKFDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding vafg tidek ateu kurang dibayar okh wajib papk pada
wakturiya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagiban pejek dengan Surat Paksa dilaksanaken berdasarkan
Pevaturan Perundang-Undangen.

BAB VI
KEDALUWARSA

Pasal 14

Hik urmiuk melakukan penagihan pajgk menjadi kedaluwarsa setelah
melampanl wakiu 5 (lima) Tehun terhitung sejpk saat terutangnya pajak,
kecuali apabila wejib pajak melekukan tindak pidane di bidang
Perpajakan Daerah,

Kedaluwarsa penagihan pajpk sebagaimana dimaksud pade ayat (1}
tertanggtih apahbila:

a. diterbitlkan surat feguran dan/atau surat paksa; atau

b ada pengakuan hutang papk dari wajib pajk, baik langsung maupun

tidak langsung,



3)

@)

B

(1)

IFalam  hal diterbitka surat teguran dan surat paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) o a, kedaluwarsa penagihean dihitung sejpk
tanggdl penyampaian surat paksa tersebut

Pengalkuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimeksud pada.
ayat () hunif b adalah wajib pajak digan kesadaranmya menyatakan
mmasih  mempuniyai  utang pefk dan bdum  meclunasinya  kepada
Pemeriritah . Daergh, :
Péngakuan utang secara tidak langsung sﬂbagalaman didaKsud pada
ayat 2) hurdf b dapat diketahul dari pengajuan permechohan angsufan
atati pemtiidaan pembayaran dan pefriiohonan keberatan oleh waiib

. pajple

BAB IX
SANKS[ ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 %
(dua persery} setiap Talan daid pajpk vang teruting yang tidak atau
kurang dibayar.

Sznksi schagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenaken wumtuk paling
lerna 5 (lima) bulan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Tata cara pelaksanaati Pefaturan. Daeréli ini diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 17

Perafyran Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahumnya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah Wi dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah
Kdbupaten Kepulauan Aru

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 19 April 2017
BUPATI XEPULAUAN ARU,

trd

JOHANGONGA




Diundangkan di- Dobo
pada tanggal 15 Mei 2017

. Pli. SEKRETARIS DAERAH 1{ABUPATEN KEPULAUAN AR,

tid

MOHAMAD DJUMPA

LEKMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI
MALUKU: NOMOR 29/7/TAHUN 2017

NIP, 19?111@5 200501 1009



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAT KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Buring Walct merupakan satwa bar yang dapat dibudidayakan sehingga
dalafm pengelolagn din pengusaheannya dapat memberikan keuntungan
terhadap pengelolasnnya dan Daerah.

Dalam rangka. melakukan kegiatan budidaya hirung walet, maka dalam
pengelolaan dan  pengusahaannya perlu  dilakukan pengendalian dan
pengawasan lingkungan serta kelegtatian burung walet tersebut dengan
tetap mermperhatikan menpenai keindahan kota.

Sehubungan dengan hel tersebut, meka dalam rangka pengendaliar,
pehgawasan lingkungan den kelestarian sarang burtng walet serta untuk
tetap menjege keindahan keta perlu ditetaplian dengan pengaturan dengan
Peraturan Daerah.

. PASAL DEMI PASAL

-

Pasal 1

Culup jelas
Perval 2

Cukup jelas
Pagal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pazal 5

Cukup jelas
Pesal 6

Cukup jelas
Pasal?

Cukup jelas
Pasal 8

Culkiip jelas
Pasal ©

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jeles




Pasal 1l
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Elas
Pasal 14
Culoup _]e]:as
Pasal 15
Cukup jelas
Pagsal 16
Cukup jelas
Pasal 17 -
Cultup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 2




